
1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang 
Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar Dalam 
Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, 
Djawa Bat-at dan Daerah Istimewa JQgjal.Glrt!l; ~ / 

Mengingat .: 

c. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a dan huruf 
b, maka perlu membentuk Peraturen WaJ.Ucota 
Semarang tentang Pelaksanaan Penataan Toke) 
Swalayan, · 

b. bahwa berdasarkan pertlmbangan sebagaimann 
dimaksud huruf a, maka Peraturan Wallkota · 
Semarang NomQr 5 Ta.bun 2Q l.J t-c1:1t..0":1.g :PenaUt.nn 
·roko · Modern Minlmarket di Kota Semarang perlu 
ditinjau kembali; 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 
WALIKOTA SEMARANG, 

a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan $ebaga.imana 
diatur dalam Pasal 5 ayat (5). Pasal 6 ayat (1), dan 
Pasal 27 ayat (5) Peraturan Daerah Kot.a Semarang 
Norn or l Tahun 2014 tentang Penataan Toko Moden1 
serta untuk menjamin keadila.n, hubungan saling 
menguntungkan antara pemasok barang dengan Toko 
Modern (Tako Swalayan], pengembangan kemitraan 
dengan usaha keeil dan keseimbangan kcpentmgan 

· produsen pemasok, Toko Modem (Tako Swalayan} 
dan konsumen, maka perlu dibentuk Peraturan 
Walikota tentang Petunjuk Pelaksanaan Penataan 
Tuko Swalayan; 

Menimbang: 

u. 

PELAKSANAAN PENATAAN TOKO SWALAYAN 
. . 

WALIKOTA SEMARANG 
PROVINS! JAWA TENOAH 

PERATURAN WALIKOTJ\ SEMARANG 
NOMOR32 ·rAHUN ,?.<)14 

TENTANG 

W'ALIKOTA SEMARANG 



2. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang 
Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4444); 

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang 
Penanaman Modal {Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indorresia Nomor 4724); 

4. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang 
Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik 
1 ndonesia. Tahun 2007 Nomor 68. Tam bahan 
Lembaran Negara Repu.blik Indonesia. NoUiur 4725); 

. 5. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang 
Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, 
Tambahan Lernbaran Negara Republik: Indonesia 
Nomor 4866}; · · · 

6. Undang ... Undang Nemer 25 Tahun ~009 tei~tmg 
Pelayanan Publik (Letnbaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan 
Lernbaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038); 

7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang 
Perlindungan dan Pengelolaan .. Lingkungan Hidup 
(Letnbaran Negara Repu't>lik Indonesia Tahuti. 2009 
Nomor 140, Te.mbahan ·Leniba.ra:n Negara Repu.blik 
Indonesia Nomor 5059); 

8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang 
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan 
[Lembaran Negara Repu blik Indonesia Tahun 2011 
Nornor 82 Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5234); 

9. Undang .. Undang Nomor 7 Tahun :.2014 tentang 
Perdagangan (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2014 Nomor 45 Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5512'); 

10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pernerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan 
Lembaran Negara. Republik Indonesia Nomor 5587); 

1 1 . Peraturan Pernerintah Nm.nor 16 Ta.bun 1976 
terttang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II 
Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan Lcmbaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 3079); L/ , 

•,. ~- 
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2 J. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 5 Tahun 
2009 tentang Bangunan Gedung [Lembaran Daerah 
Kota Semarang Tahun 2009 Nomor 10, Tambahan 
Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 35); 

22. Peraturan Da.era.h Kota Semarang Nomor 20 T.ith1,1'M 

2011 tentang Hin Oangguan (Lembaran Daerah 
Kota Semarang Tahun 2011 Nom(>r' 20, Tambahan 
Lembaran Daer'ah Kota Semarang .Nomor 65); 

23. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 14 Tahun 
2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota. 
Semarang Tahun 2011-2031 (Lernbaran Daerah 
Kota Semarang Tahun 2011 Nomor 14, Tambahan 
Letti baran Daerah Kota Semarang Nomor 61 ): 

24, Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 2i Tahun 
2011 tentang Penyelenggaraan Penyambungan 
Jalan Masuk (Lembaran Daerah Kata Semarang 
Tahun 2011 Nomor 21, Tambahan Lembaran 
Daerah Kota Semarang Nomor 67); 

25. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 1 Tahun 
2014 tentang Pcnataan Toko Modem (Lembaran 
Daerah Kota Semarang Tahun 2014 Nomor 11 
Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang 
Nornor 88); 

26. Peraturari Daerah Kata Semarang Nomor 8 Tahun 
2014 tentang Perizinan dan Non Perizinan 
[Lernbarsm Daerah Kota Semarang Tahun 2014 
N(nnor 8, Tarnbahan Lembara.n Daerah Kotn 
S~mara.ng Nomor 93); 

27. Peraturan Menteri Dalam Negeti Nomor 24 Tahun 
2006 tent.a.ng Pedornan Penyelenggaraan Pelayanan 
Terpadu Satu Pintu; 

28. Peraturan Menteri Dalarn Negeri Nomor 20 Tahun 
~008 tentang Pedoman Organisa.si dan Tatakerja 
Unit Pelayanan Perizinan Terpadu di Daerah. 

29. Peraturan Menteri Perdegangan Nomor 70/M ... 
Dag/Per/ 12/2013 tentang Pedoman Penataan dan 
Pernbinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan 
dan Toko Modern; 

30. Peraturan Wallkota Semarang Nomor:::; Tahun 2009 
tentang tentang Pengendalian Lingkungan Hidup 
(Serita Daerah Kota Semarang Tahun 2009 
Nomor 5); 'f- / 



9. Toke modern yang selanjutnya disebut dengan Toko Swalayan adalah 
toko dengan sistem pelayanan rnandiri, menjual berbagai jenis barang 
secara eceran yang berbentu k minimarket, supermarket, department 
store, hypermarket, ataupun grosir yang berbentuk perkulakan. 

10. Minimarket adalah suatu Toko Swalayan yang mentual secara eeeran 
bararig konsumai terutarna produk rnakanan dan produlr rurnah ta.nija 
lainnya dengan ukuran luas lantai penjualan kurang da.ri 400 m2 
{empat ratus meter persegi), 

11. Minimarket berjejaring adalah minimarket yang dikelola oleh Pengelola 
Jaringan Minimarket. 

12. Supermarket adalah suatu Toko Swalayan yang rnenjual eceran barang 
konsurnsi terutarna produk makanan dan preduk rumah tanua lainny .. 
dengan ukuran luas lantai penjualan 400 m2 [ernpat ratus meter 
persegi) sampai dengan 5000 m2 (lima ribu meter persegi). 

13. Departemen Store adalah suatu Toko Swalayan yang menjual secara 
eceran barang konsumsi utamanya produk sandang dan 
perlengkapannya dengan penataan barang berdasarkan jenis kelamin 
dan/atau tingkat usia konsumen dengan ukuran luas lanta.i penjualan 
di atas 400 m2 (ernpat ratus meter peraegi], 

14. Hypermarket adalah suatu Toko Swalayan yang mcnjual secara eceran 
barang konsumsi .terutama produk makanan dan produk rumah tangga 
lainnya dengan ukuran luas lantai penjualan di atas 5000 m2 (lima ribu 
meter persegi). · 

15. Pusat perbelanjaan adalah suatu area tertentu yang terdiri dari satu 
atau beberapa bangunnn yang dldirikan secara vertika! maupun 
horizorrtal yang .:iiju~il atau disewakan kepada Pelaku UHa.ha atau 
dikelela aendlri un tuk rnelakukan kegiatan Perdaganga.n Barang, 

16. Grosir/Perkulakan adalah suatu Toko Swalayan yang menyediakan 
ha.rang konsurnsi, menjual barang bukan secara eceran (secara grosir) 
dan terdapat kegiatan bongkar muat di dalam pusat grosir /perkulakan, 
dengan ukuran luas lantai penjualan di atas 5000 m2 [lima ribu meter 
persegi]. 

17. Pernasok adalah pelaku usaha yang secara teratur memasok barang 
kepada Toko Modem/Toko Swalayan dengan tujuan untuk dijual 
kembali melalui kerjasama usaha. 

18. Pasar adalah Iernbaga ekonomi tempat berternunya pembeli dan 
penjual, balk secara langsung maupun tidak langsung, untuk 
rnela kukan transaksi Perdagangan, 

19. Pasar Tradisional ya.ng selanjutnya dischut dengan Pasar Rakyat adala.h 
lempat usa.ha yang dita~, tlibaugun, da.n dikelola oleh Pemertntah, 
Pemerintah Daerah, swasta, Badan Usaha Milik Negara, dan/ata.u 
Badan Usaha Milik Daerah dapat berupa. toko, kios, los, dan tenda yang 
dimiliki/dikelola oleh pedagang kecil dan menengah, swadaya 
masyarakat, atau koperasi serta usaha tnikro, kecil1 dan menengah 
dengan prosesjual beli Barang melalui tawer·menawar. y 

., ·" 
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31. U saha Kecil adalah kegiatan ekonomi rakyat yang dimiliki oleh warga 
Negara Indonesia, dengan memiliki kekayaan bersih lebih dari 
Rp.50.000.000,00 [llma puluh juta] sarnpai dengan paling banyak 
Rp.500.000.000100 (Um.a. ratus juta rupiah) tidak termasuk tanah dan 
bangunan ternpat useha dan memiliki haeil penjUf.!Ja, 1 Rp 300.000.000 
[tiga ratue juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp. 
2.soo.000.000.00 (dua rnilyar lima ratua juta rupiah]. 

3.2. Uaaha Mikro adalah Kegiatan ekonorni rakyat yan.g dimiliki oleh wargti1. 
Negara Indoneeia, dangan memilik:i kekayaari bersih paling banyak Rp. 
50.000.000,00 (lima puluh juta) tidak terrnasuk tanah dan bangunan 
tcmpat usah.a dan m~milfk; hR..f:1.il p6'n,,iuala1.1 paling ba11yak' Rt:i, 
300.000.000 [tiga ratus juta rupiah). 

33. lndustri adalah kegiatan eknrmrni yang rnengolah bahan mentah, bahan 
baku, barang setengah jadi, dan/atau barang jadl menjadi barang 
dengan nilai yang lebih tinggi untuk penggunaannya, termasuk 
keglatan rancang bangun dan perekayasaan industri. 

34. Perusahaan Irid u atri Kecil yang sel.r,1.nj1.,1tnya disebut Induetri Kecil (IK) 
adalah perusahaan yang melakukan kegiatan usaha di bidang indusrri 
dengan nilai investasi paling banyak Rp.200.000.000 (dua ratue juta 
rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha. 

35. Perusahaan Industri Menengah yang selanjutnya disebut Industti 
Menengab (IM) adaJab perusabaan yang melakukan .kegiatan usaha di 
bidang induatri dengan nUai tnvestasi lebih besar dari Rp.200.000.00Q, .. 
(dua ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak 
Rp.10.000,000.000,- (sepuluh milyar rupiah) tidak termasuk tanah dan 
bangunan tempat usaha. 

36. industri Kecil clan Menengah {IKM) adalah perusahaan tndustri yang 
terdiri dart IK dan IM. · 

37. Syarat Perdagangan (trading terms) adalah syarat-syarat dalam 
perjanjian kerjasama antara Pemasok dan Toko Swalayan/Pengelola 
Jaringa.n Minimarket yang berhubungan dengan pemasokan produk­ 
produk yang diperdagangkan dalam Toko Swaleyan yang bersangkutan. 

38. Izin Lingku ngan adalah izin yang diberikan kepada setiap orang yang 
melakukan Usaha dan/ atau Kegiatan yang wajib Amdal atau UKL-UPL 
dalam rangka pcrlindungan dan pengelolaan Iingkungan hidup sebagai 
prasyarut mernperoleh izin Usaha dan/a.ta.u K~tan .. 

39. Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup, yang selanjutr,ya 
disebut Amdal, adalah kajian mengenai dampak penting suatu Usaha 
dan/ atau Kegtatan yang direncanakan pada lingkungan hid up yen~ 
diperlukan bagi proses pengambilan keputuean tentang 
penyelenggaraan Usaha danj'atau Kegiatan. 11-/ 



Pasal 6 
( 1) Pendirian Toko Swalayan minirnarket wajib memperhatikan: 

a. Kepadat.a.n penduduk; 
b. Perkernbangan pemukiman baru; 
c. Aksesibilitas wilayah (arus lalu lintas); 

Bagian Kedua 
Penataan Lokasi Toko Swalayan 

Paragraf 1 
Minimarket 

Paeal G 
( 1) Penataan lokasi Minimarket dapat dilakukan pada setiap sistem jaringan 

jalan, termasuk sistem jaringan jalan lingkungan . pada kawa.s,an 
pelayarian lingkungan .· Daera.h , ..dsa1Jti1--pe~•us7" ... i-Jh 

'Hiiiflu1~,n,li~f.MJ O flRJ~. ·"· · .. . ... 
... t~''"''·'····. 

(2) Penataan jarak .pendirian minimarket sebagaimane dimnkeud f)t:l,da ayat 
(l) dltetapkan paling dekat d~1~.m radius 500 (lima ratus] meter dari 
Pasar Rakyat. 

1 . 

b. Supermaket: 
c. Hypermarket; 
d. Pusat Perbelanjaan; 
e. Departernent Store; dart 

f. Grosir /Pcrkulakan. 
(2) Penataan lokasi pendirtan Toko Swalayan aebagairnaria dimaksud pada 

ayat ( 1) mendasarkan pada reneana Tata Ru.an.g yang berla.ku. 
(3) Jumlal1 Toko Swa.layan dari jarak antara Toko Swalavan dengan Pasar 

Rakyat. atau toko eceran tradisicnal sebagaimana diatur dalam 
Peraturan Walikota ini dengan rncmpertimbangkan: 
a. tingkat kepadatan pendudu k dan pertumbuhan penduduk sesuai 

data sensus Sadan Pusat Statistik (BPS) tahun t"rfl.l<h.fr; 
b. potensi ekonorni wilayah setempat; 
c. aksesbUitas wilayah [arus lalu lintas]: 
d. dukungan keamanan dan ketersediaan in!rMtruktur; 
e. perkembangan permukiman baru; 
f. pola kehidupan masyarakat modem; dan 
g. jam kerja Toko Swalayan yang sinergi. dan tidak rnerna tikan usaha 

toko eceran tradtstonal di sekitamy'1. · · 
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BABlII 
PERSY ARATAN DAN T/\TA CARA PENERBITAN lUTS 

Bagian xesatu 
Umum 

Pasa.110 
( 1) Pelaku usaha yang akan rnelaksanakan kegiatan usaha Toko Swalayan 

· wajib memiliki IUTS. 

(2) Pelaku usaha yang akan melaksanakan kegiatan usaha Tako Swalayan 
yang telah memiliki IUTS tidak rliwajibkan tnemiliki SIUP. 

(3) Jangka wakru berlaku nya IUTS paling lama 5 (llma) tahun dan dapat 
diper'panjarig kernbali untuk jangka waktu paling lama 5 [lima] tahun 
setiap perpanjangannya. 

PasalS 
( l} Lokasi Supermarket dan Departmen Store: 

a. dilararig ber-loka~j pada ?-;i~Lt:mt jaringan jalan lingkungan; dan 
~ ... '..1 ~t,. ril~a.ug berada pada kawasan pelayanan Hngkungan di dalam 

_,,,. kota/pcrlcot.irt1P1t1. · 

(2) Hypermarket dan Pusat Perbelanjaan: 

a. diizinkan hanya dilokasi pada akses sistem jarlngan jalan arteri atau 
kolektor; dan 

b. dilarang berada pada kawasan pelayanan lokal atau lingkungan di 
dalam kota/ perkotaan. 

(3} Pe'.rkufakan dHzinkan dilokasi pada aksea aistem jurin,gan je.11:1.1'!1. e.t't«i 
a tau kolektor primer a tau arteri sekunder. 

.. ~ 

Pasa19 

Penetapan jarak pendirian Supermarket, Departement Store, Hypermarket, 
P"Y~t Perbelanjaan, dan Grosir/Perkulakan ditetapkart: 
a. jarak pendirian Supermarket, Departement Store~ Hypermarket, Pusat 

Perbelanjaan, dan Grosir/Perkulakan. paling dekat. dalam radius 500 
(lima ratus] meter dari Pasar Rakyat; dan 

b. penentuan jarak pendirian supermarket, department store, hypermarket 
dan grosir I perkulakan diukur berdasarkan titik terluar batas kavling 
dengan titik tcrluur batas, kavling Pasar Rakyat yang terdekat, 



Pasal 13 

( 1) SKPD mernberitahukan kepada Pemohon atas diterbitkannya IUTS atau 
penolakan atas perrnohonan IUTS~ 

(2) Penolakan atas permohonan JUTS sebagaimana dimakaud pada ayat ( 1) 
(1i,s.erta..i al.HR.A.ti telq1is y,:;111g meajacH cla$a-r d.itolaknya permohouan IUT~. 

I, Surat Kcputusan pengangkatan pimpinan/pengelola Toko Swalayan; 

j. surat pemyataan/kesanggupan kernitraan dengan UMKM di Kata 
Semarang; · 

k. ~u1 ttL peruyataan kesanggupan umuk menjual produk sesua! 
ketentuan persturan perundan~-undan~~ dan 

1. mcnandat.?1.ng~•1i surat pernyataan yang talah diecdiakan oieb Sl{PD 
dengan disertai mererai yang cukup, 

(2) Apabila rencana usaha minimarket terintegrasi dengan Pusat 
Perbelanjaan J maka dilengkapi persyaratan administratif berupa totokopi 
IUrrs Pusat Perbelanjaan atau surat pernyataan tidak keberatan dari 
pengelola bangunan lainnya tcmpat berdirinya Mlnimarket. 

(3) SKPD berwenang menolak permohonan IUTS apabila p,mzyarat,ai, 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tidak lengkap serta 
memerintahkan Pernohon IUTS untuk melengkapi semua persyaratan 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2). 

{4) SKPD menerbitkan bukti tanda pendaftaran apa.bila persyaratan 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) telah Iengkap dan 
benar, 

(tt) Apabila pcrmohonan besorta semua perayaratan administratu 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan aya.t (2) telah lengkap dan 
benar, SI<PD bersama Tim Teknis melaksanakan veriflkasi/pemeriksaan 
lapangan atns persyaratan tekrria sebagaimana diatur dalam Pasal 5 dan 
Pasal 6 Peraturan WaJikota ini. 

(6) SKPD rnenerbitkan !UTS Pemohon epabiln bcrdasarkan Serita Acara 
Hasil Pemeriksaan Lapangan $ebagaima.n~ dimaksud pe.da ayat (5) Lelah 
mernerruhi perayaratan teknis sebagaimana diatur dalam Pasal 5 dan 
Pasal 6 Peratursn Walikota Ini, 

(7} SKPD berwsnang menolak IUTS Pemohon apabila berdasarkan Betita 
Acara Pemeriksaan Lapangan sebagaimana dtmskeud pada ayat (5) 
tida.k memenuhi pcrsyaratan tekrria sebagaimana diatur dalam P$.$W 5 
dan Pasal 6 Pera turan W alikota in.L 
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(6) SKl-10 rnenerbitkan IUTS Pernohon apabila berdasarkan Berita Acara 
Hasil Pemeriksaan Lapanga.n sebagaimana ditn:ak$ud pada. ayat ( 5} telah 
memenuhi persyaratan teknis sebagaimana diatur dalam Pasal 5 dan 
Pasal 6 Peraturan Walikota ini. 

(2) Permohonan Perpanjangan IUTS sebagairnana dimaksud pada ayat ( 1) 
dilaku kan dengan cara mengisi Forrnulir Permohonan dan dilampiri 
semua persyaratan administratif sebagai berikut: 
a, fotokopi 'K~.rtu Tanda Penduduk yang rnaaih berlaku atau bagi 

permohonan y:.ng rl ikuH~k;,1n wajjb dilenclra.pi dengan Surat Ku~~a. 
bcscrta foto copy Kartu Tanria l-"enduduk perpheri dan penP.Mmn 
kuasa: 

b. pas foto 4X6 Pemohon sebanyak 3 {tiga) lembar: 
c. fotokopi IUTS yang akan diperpanjang: 
d. Iotokcpi Nornor Pokok Wajib Pai,iak (NPWP) dan Nomor Pokok Wajib 

Pajak Daerah (NPWPD}; 
<~ .• futokopi lzh''t Gan.gguan yang masih berla.ku; 
I. fotokopi Akte Pendirian Perusahaan dan pengesahannya beeerta 

perubahannya apa.bila ada perubahan; 

g. fotokopi sertifikat tanah atau bukti kepemilika.J.1 tanah apabila tanah 
dun bangunan teraebut miliknya atau apabila uaaha ynng 
direncariakan terletak pada tanah dan/ atau bangunan yang bukan 
miliknya wajib rnelampirkan bukti penguasa.a.n/pemanfaatan/ 
perjanjian sewa-rnenyewa atas tariah dan bangunan di atasnya yang 
digunakan sebagai ternpat usaha Toko Swalayan; 

h, Surat Keputusan pcngangkatan pim.pinan/pe11gelola Toko Swala.ya.11; 
i. surat pemyata.a.n kesanggupan untuk menjual produk sesuai 

ketentuan peraturan perundang - undangan: dan 
.J. 1n~t1ami~tangani surat perny.QtQ.Qn yQng telah disediakan oleh SKPD 

dengan disertai meterai yang cukup. 
(3) SKPD menerbitkan bukti tanda pendaftaran apabila pereysratsn 

sebagaimana dlmaksud pada ayat ( 1) dan ayat (2.) telah lengkap dan 
benar. 

(4) SKPD bf'!rwenRng rnenolak permohonan IUTS apabila persyaratan 
sebagaimana dim"ksud p~ciA ayAt ( l} dan ayat (~} tlda.k lengkai, da.n 
memcrintahkan Pernohen IUTS untuk melengk:\pi ~.m1Ja persyaratan 
sebagairnana dimaksud pad a ayat ( t) dan ayat (2). L./ .. 

( 5) Apabila permohonan beserta semua persyaratan administratif 
sebagaimana dirnaksud pada ayat ( l) dan ayat (2) telah lengkap dan 
benar, $KPO bersarna Tim Teknis melaksanakan verifikasi/pemerikaaan 
Iaparigan a.t.:i~ per&yarata.n teknis sehagnimQn..tt. diatur dalam Pa~i.l 5 dan 
Pas.al 6 Pcratunu1 Ww.likuLlil irri, 



h, Surat Keputusan pengangkatan pimpinan/pengelola Toko Swalayan; 
dan 

i. surat pernyataan kesanggupan untuk menjual produk &e$Uai 
ketentuan peraturan y,erund!.fi.g - undaneen: dan 

j. mEmar1dalangru1i surat pernyataan Yllll& telah discdiakan oleh SK.PO 
dengan dtsertal meterai yang cukup, 

(2) SKPD menerbitkan bukti tanda pendaftaran apabila persyaratan 
sebagaimana dirnaksud pada a.yat (1) tel.ah lengkap dan benar, 

(3) SKPD berwenang menolak permohonan IUTS apabila. persyaratan 
sebagaimana dimaksud pada ayat (l) tidak lengkap dan mernerintahkan 
Pemohon I l,JTS untuk melengkapi semua persyaratan 8e.hagaim~na 
dimaksud pada ayat ( 1) dan ayat (2). 

(4) Apabila permohonan beserta semua persyaratan adminlstratif 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah lengkap dan benar, SKPD 
bersama Tim Teknis rnelaksanakan verlflkasi/pemeriksaan lapangan 
atas persyaratan teknis sebagaimana diatur dalam Pasal 5 dan Pasal 6 
Peto tu run W alikota ini. 

(5) SKPD menerbitkan IUTS Pemohrm apabila berdasarkan Bertta Acara 
Hasil Pemeriksaan Lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) telah 
memenuhl pereyaratan teknis sebagaimana diatur dalam Pasal 5 dan 
Pa68l 6 Peraturan Walikota ini. 

(G) SKPD berwenang rnenolak IUTS Pcmohon apabtla berdasarkan Berita 
Aeara Pemeriksaan Lapangan seba,gaimann. dimaksud p,:1.d~ ayat (4) 
tidak memenunt persyaratan tP.kni~ sebagaimana diatur dalam Paaal 5 
dan Pasal 6 Peraturan Walikota ini 

Po.sal 20 
( l) Permohonan Pembaharuan TUTS karena terjadi perubahan luasan 

tcmpat usaha To'ko Swrtlr11yilln sebagairnana dimaksud dalam J-'asal 18 
huruf b diajukan kepada SKPD <1enaan mengiisi Formulir Permohonan 
Pembaharu.an IUTS dan dilarnpiri semua persyaratan adrninistratif 
sebagai beriku t: 
a. fotokopi Kartu Ta.nda Penduduk yang masih berlaku atau bagi 

permohonan yang dikuasakan wajib dilcngkapi dengan Surat Kuasa 
beserta foto copy Kartu Tanda Penduduk pemberl dan perierirna 
kqA.$R; 

b. pas Ioto 4X6 Pemohon :sebanya.k 3 (tigs.) Iernbar 
c. fotokopi Nornor Pokok Wajib Pajak (NPWP} dan Nomor Pokok Wajib 

Pajak Daerah (NPW·PD); 
d. fotokopiIUTS yang akan diperbaharui; 
e, fotokopi Izin Gangguan yang maslh berlaku; 



Pasal 22 
( 1) SKPD memberitahukan kepada Pemohon atas diterbitkannya 

Pembaharuan IUTS atau penolakan atas permohcnan Perpanjangan 
IUTS paling lama 5 (lima) hari kerja terhitung sejak .diterimanya 
pennohonan beserta persyaratannya yang lengkap dan benar, 

(2) Penolakan atas permohonan Perpanjangan IVTS eebagairnana dl.t:J1a.kisud 
pada ayat .( 1) disP.rtA,i alasan teknis yang menjadi daSYT <Htolaknya 
permohonan Pembaharuun IUTS. 

BAB IV 
HAK, KEWAJIBAN, DAN LARANOAN 

Paeal 23 
{lJ Setiap perma.~ang IU'rS lu:~rhak melaksa.naka..n kegiatan usaha seauai 

dengan keterituan ruts dan peraturan perundang-undangan. 
(2) Setiap pernegang IUTS berkewajiban: 

a. mentaati semua persyaratan yang termuat dalarn IUTS scsuai 
ketentuan peratura n perundang-undangan; 

b. mernenuhi kesanggupan kemitraarr/ perjanjian kcmitnum yang tetah 
dibuat antara Toko Swalayan dengan u MKM; 

c. menjaga hubungan baik dalam pelaksanaan dan pengernbangan 
usaha antara Toko Swa.layan dengan UMKM, Toko Eceran 
Trad isional, dan/ atau Pasar Rakyat; 

d. menjaga keberaihari dan ketertiban lingkungan (H sekitar Toke 
S wal ayan: 

~- berperan secara aktif membantu Pemerintah Daerah dalam 
pembinaan dan pengembangan IKM/lJMKMt Toko Eceran Tradieicnal, 
dan/ atau Pasar Rakyat. 

(3) Setiap pernegang IUTS dilarang: 

a. rnerubah dtm/atau memperluas tempat usaha tarrpa rain;. dan 
b, rnenjalankan usaha yang tidak sesuai dengan izin yang diberikan. 

Pasal21 
Persyaratan dan tata cara Permohonan Pembaharuan OIUTS karena terjadi 
perubahan lokasi tempat Toko Swalay.an sebagaimana dimaksud dalam 
rasa; 18 hurnf c diaJ1..1kan kepada Instanai .Yang bE?rtanggu:ng jawah d~ngnr1 
memberlaku kan ketentuan sebagalmsns d;m:t.ksud dalam: 
a. Pasal 12 dan Pasal 13 untuk Minlmarket, dan 
b. Pasal 14 dan Pasal 15 untuk Supermarket, Department Store, 

Hypermarket, Pusat Perbelanjaan, dan Orosir/Perkulakan. 



Pasal 28 
( 1) Tim Pengawas Lapangan berwenang: 

a. melakukan pemantauan; 
b. meminta keterangan; 
c. mernbuat salinan dari dokumen; 
d. mernbuat catatan yang diperlukan; 

Bagian Ketiga 
Pengawasan Lapangan 

Pasal 27 
(1) Dlnas melaksanakan pengawasan lapangan secara periodik dan/atau 

insidentil atas pelakeanaan. 
(2) Pelaksanaan pengawasan lapangan secara periodik sebagaimana 

dirnaksud pada ayat (1) dilakukan untuk penaatan ba.gi pemcgang TUTS 
atas pelaksanaan kewajiban dan lara.ngan sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 2.3 ayat {~) dan ayat (~). 

(3) Peleksanaan pengawasan lapangan insidentil sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) dilaksanakan atas dasar: · 
a. Iaporan dari SKPD tentang pelaku u saha Toko Swalayan yang tidak 

melakukan perpanjangan IUTS sesuai ketentuan Peraturan Walikota 
ini; 

h. lapcran /pengaduan Kecamatan/ Kelut'1han; dan/atau 
c. laporan/pengaduan masyarakat. 

(4) Dinas dalam pelaksanaan kegiatan pengawasan lapangan sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) dapat membentuk tim dan ditetapkan dengan 
Keputusan Walikota. 

Bagian Ked ua 
Pengawasan Administratif 

PR~.1 26 
( 1) Pengawasan admlniatratif eebagaimana dimaksud dalum Pasal 25 ayat 

(1) huruf a dilaksanakan dengan cara: 
a. Monitoring proses dan penerbitan JUTS 
b. Monitoring JUTS; dan 
c. Evaluaai TUTS 

(2) SKPD rnelaksanakan pengawaaan secara admtnistratif aebagaimana 
dirnaksud pada ayat (l)sesuai peraturan perundangan-undangan. 



1~ J 

1 

B~giRn J{~d ua 
Ta.ta Cara Penjatuhan Sanksi Administrasi 

Paragraf 1 
Teguran / Perlngatan Tertu 1 ts 

Pasal 34 

(1) ~Al1kfii 1'l .. l11.1i,1i:-o11.r·H~1 t~gu1·AJ'1/11«l'ir1~-1t(:1n tertuli:r. :r,~'bagaimana dilnQJ.c!-Aud 
dakl.m Pr.a~l 32 ay.1t (2) Jn~1·uf a, dijati.thkan kapada: 
a. Pemegang IUTS apabila melanggar ketentuan sebagaimana dalam. 

Pasal 10 a.yat (4); Pasal 23 ayat (2) dan a.ya.t {3) Peraturnn Walikota 
ini: da.n 

b. Pelaku ueaha Toko Swalayan yang tidak memilild IUTS. 
(').) ~"1nltQi ~dmir1i,tra.si te,utan/pc:ringAtan t~rtuliir. lfilebw.~w.imana dimaksud 

pada ayat ( 1) dilakukan apabila t.~lnh dilaksanakan pengawasan dun 
pengendalian scbagaimana dimaksud 1l~l;un Pasal .2S, Paial 26. Pasal 
27, Pai=ial 28~ Pasa] !,l9, Paaal 30, dan Pasal 31 sebagaimana cl111~QUd 
dalam Pereturan Walikota int, · 

(3) Sanke; admini&tra~i teguranj peringatan tertulis sebagairn~:n~ dimake.ud 
p.:&.dQ liYBl ( 1) do.pat U.iMHrlJour.; (1@1'\gf\.!1 JX,:rintah UntU!-t m.etJ.~''UaU~ 
urrs /.p..-:1-ptmjRngRTl l vrs / pembaharuan lUTS. 

Paaal 33 
(1) Walikota melimpahkan kewenangan untuk rnenjatuhkan sanksi 

adrnini3tra.si se~.pim;m;1 dlmaksud dlilt~. P.aM.l 3~ a.vat {2l lu"'n~f a 
kepMdJI l<r.~.1.Jj Di no.'1!, 

(2) Wslikota melimp~hk.:ll1 kewcnangan untuk menjatuhkan sa.nksi 
administrasi sebagaimana dimak&Ud dalam Pasal 32 aya.t '(2) huruf b 
kepada Kepala SKPD atau Kepala SKPD seeuai kewerrangarmya, 

(3) Sankai adrninistrasi sebagsimana dimaksud dalam Pasal 32 ~.yat (2) 
hurut c d1tcts.pkan d!ng~n KMpuluYtm WAlikMa. 

(4) Pelsk~'\11aru"i p1.:ujatuhan ~flnk~i administras! ~c,lJagaimQnJ.1 dtmaksud 
dalam Pa6al 32 ayat (2) huruf a, hurur u, dan nurur e diiatuhkan eecera 
bertingkat dan dilaksanakan di bawah pengawasan teknls dari Tim 
Pongawas Lapangan. 

c. pcncabutan IUTS dengan disertai penutupan usaha Tako Swalayan. 
n. ouu1n 01monntnA! &u 



J I v.. 

Paragraf 3 
Pencabutan IUTS 

Pasal 37 
( 1) Sanksi adminiatrast berupa pencabutan IUTS sebagaimana dimaksud 

dalam Pa~·nl 32 aya.t (2) nuruf c diterbitkan oleh Walikota .ilPabiJa: 
a. berdasarkan Laporan Tim Pengawas Lapangan atas penerapan sanksi 

administrasl PQksaan Pemerintah sebag@iwena dimaksud dalam 
Pasal 35 dan Pasal 36 yang telah dijatuhkan tidak ditaati; 

b. ada laporan dari Dinas kepada SKPD penerbit JUTS; clan 

c. ada Iaporan dart SKPD. 
{2} Sanksi a.d.111i11i~tra.s1 berupa pencabutan JUTS sebagaimena dim.u.ksud 

pada ayat (1) disampaikan secara langsung kepada Pernegang 
IUTS /Pengelola/ Karyawannya. 

Paeal 36 
( 1) Sanksi adminiatrasi paksaan Pernerintah berupa penandaan tempat 

usaha Toko Swalayan sebaga .. imana dimalwYd dalam P.asal J5 ayat (1) 
huruf a dilakaanakan Dinas dengan didampingi oleh Tim Pengawas 
Lapangan sebagaimana diatur dalam Peraturan Walikota ini. 

(2) Sanksi administrasi paksaan Pemerintah berupa pembekuan IUTS 
sementara waktu sebagaimana dimaksud dalarn Pasal 35 ayat { l) huruf 
b dilaksarta.kan SK?D denge.n didampingi oleh Tim Pen.gawas Lapangan 
sebaeaimana diarur dala.m Peratura_n Wa.likot.a ini. 

(3) Sanksi admin istraai paksaan pemerintah sebagalmana dimaksud pada 
ayat ( 1) dan ayat (2) dilaksanakan dengan cara: 
a. menyerahkan Keputusan Sanksi administra.si pak.saan pcmerintah 

kepada Pemegang IUTS/pengelola/ karyawannya; dan 
b. melakukan penandaan berupa pita kuriing yang bertuliskan "B~LUM 

BERlZIN" /"GAR.TS PEMBA.TAS1' /"PEMBEKUAN TUTS SEMENTARA 
W AK1'U" karena pelanggaran atas Peraturan Daerah dan Peraturan 
Walikota ini, 

(4) Jangka waktu penandaan tempat usaha sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1) huruf b berlaku sampai dengan IUTS diterbitkan darr/atau 
ditaatinya ketentuan sebagaimana diatur dalarn Peraturan Daerah dan 
Peraturan Walikota ini. 

, .. 



BERITA DAERAH KOTA SEMARANG TAHUN 2014 NOMOR 

Diundangkan di SemHrRnP. 

Pada Tanggal "1 :> J;:; ·- ~-' , .• 01 . .;, r ,.:\., 1 4 
SEKRETARIS DAERAH 

~ 
AnT TRI HANANT'O 

Peraturnn Walikota ini mutai berlaku pnda tanggal dtundangkan. 
Agar set;ap orang rnengetahuiny«, memeril1ta.hkan penxundangan 
Peraturan Walikota ini dengan penempatrulllya dalam Serita Daerah 
Kot.a Semarang. 

BAB IX 
KET1~;NTUAN PENUTUP 

Pasal 40 

Pada saat berlakunya Peraturan Walikota iniJ maka Peraturan Walikota 
Semarang Nomor 6 Tahun 2013 Tcntang Penataan Toke Modern 
Minimarks; di Kota Semarang dmvatakan dfoab~t dan tidak berlaku, 

... i. .a,, 

Ditetapkan di: Semare.ng 
Pada Tanual : 15 lJ0 ;JiJ 1:1 b~ t: ~~-J 1 i:+ 

W ALIOJ,.,,l......,..~~l),, 



BERITA DAERAH KOTA SEMARANG TAHUN 2014 NOMOR 39 

Diundangkan di Semarang 
Pada Tanggal 15 Desern ber 2014 

SEKRETARIS DAERAH 

ADITR~TO 

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 
Agar setiap orang mengetahuinyo., mcmerintahkan pengundangan 
Peraturan Walikota ini dengan penempata..nnya dalam Betita Daerah 
Kota Semarang. 

8ABIX 
KETEN1"UAN PENUTUP 

Pasal 40 
Pada saat be.rlaku nya Peraturan W alikota ini, maka Peraturan W alikota 
Sem"'1"ang Nomor 5 Tahun 2013 Tenbmg Penataan Tr.:>ko Modern 
Minimarket di Kota Scmnra..ng dinvatakan dieabut dt.m +idak berlaku. 

Ditetapkan di : Semarang 
Pada Tanggal :15 Desember 2014 
WALIK SEMARANG 


